
WALIKOTA MAGELANG 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 
NOMOR Bl? TAHUN 2011 

TENTANG 

TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG 

Menirnbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAGELANG, 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 
dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah 
Kota Magelang; 

tentang 
dalam 

dan 

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemba · -
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairrnu 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Und;:, 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubr 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

t 

+ 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tar,-·. 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48<-. 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran . -.:gara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nom01:. 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5149); 

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011; 

7 . :r?eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 
dan Pemerintahan Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KERJA 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 
MAGELANG. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Magelang. 
2 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang. 

4. W alikota adalah W alikota Magelang. 
5 . Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya 

disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang 
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ a tau pelayanan 
informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah. 

Pasal 2 

Tata Kerja PPID di lingkungan Pemerintahan Daerah tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 
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Pasal3 

Peraturan WaHkota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dae:ra...11 Kota 
Magelang. 

· etapkan di Magelang 
a tanggal io, 

TA MAGELANG, 

SIGIT WIDYONINDITO 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal 15 Agustus 2011 

SEKRETARIS DAE 

SERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 27 



--
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LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 
NOMOR TAHUN 2011 
TENTANG 
TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI 
LINGKUNGAN PEMER!NTAHAN 
DAERAH KOTA MAGELANG 

BAGAN TATA KERJA PPID ANTARA PPID DENGAN PPID PEMBANTU 
DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

r··-··1 PTUN/PN dan MA J 
:;J h==-----I 

~-----~ KOMOSI INFORMASI 

I -=l_J;:: 

L-·-·· WALIKOTA 7 
(AT ASAN PPID dan SKPD 

- ·-
PPID ~--······················, . . . 

1. Mencatat identitas pemohon, . . . 
subyek & format info yang . . . 
dimohon. 

. . 
-

2. Memberi tanda terima. PPID Pembantu 
3. Memberitahukan adanya ~ 

(SKPD-SKPD) 
permohonan info kpd Badan 
Publik ybs. Klasifikasi Info : 

4. Menyampaikan 1. Wajib disediakan & 
pemberitahuan dari Badan ~- -- diumumkan secara 
Publik kepada pemohon info berkala 
diterima/ditolak permobonan 2. Wajib diumumkan 

sei:ara serta merra; 

l l 
I , J. Wajib tersedia setiap 

I saat 

I 
d. Yang dikecualikan; 
5. Diperoleh berdasa..-kan 

-+ oermintaan 

dan PENGGUNA L~FORMASI PUBLIK 7 
I 

I .. 7 PEMOHON 



- 5 -

KETERANGAN : 
Koordinasi 

Permohonan clikabulkan 

Permohonan ditolak 

--------► 
Pern1ohonan keberatan/ gugatan/kasasi 

A MAGE~LANG, 

' 

SIGIT WIDYONINDITO 


